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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  

4. Perjanjian Kinerja Kepala Pangkalan PSDKP  Lampulo dengan  
      Direktur Jenderal PSDKP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan 
berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama  : Basri
Jabatan  : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama  : Eko Djalmo Asmadi
Jabatan  : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 
pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

Eko Djalmo Asmadi

Jakarta,        Februari 2017

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

Basri

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari IV Lantai 11 Jakarta 10110 
Kotak Pos 4130 JKP 10041 Telepon : (021) 3514728 (Hunting), Faksimile : (021) 3515484 

Website : www.djpsdkp.kkp.go.id  E-mail : ditjenpsdkp@kkp.go.id

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

CUSTOMER PERSPECTIVE

1. Terwujudnya kedaulatan dalam 
pengelolaan sumber daya 
kelautan dan perikanan

1. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku 
usaha kelautan dan perikanan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

76%

INTERNAL PROSES  PERSPECTIVE

2. Tersedianya infrastruktur 
pengawasan SDKP dan Sistem 
Informasi dan Komunikasi 
pengawasan SDKP

2. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana 
pengawasan yang memadai secara akuntabel 
dan tepat waktu

a. Bangunan Operator 1

3. Terselenggaranya pengendalian 
dan pengawasan SDKP secara 
profesional dan partisipatif

3. Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam 
rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan 
kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI 
a. Kapal Pengawas (hari operasi)
b. Speed boat Pengawas (hari operasi)
c. Sea Rider (hari operasi)

a. 100
b. 50
c. 0

4. Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi
a. Kapal Pengawas (unit)
b. Speed boat Pengawas (unit)
c. Sea Rider (unit)

a. 1
b. 4
c. 0

5. Persentase penyelesaian tindak pidana 
kelautan dan perikanan yang disidik, dan 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
peraturan perundang-undangan (persen)

87

6. Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi 
dari IUU Fishing  dan kegiatan yang merusak 
sumber daya kelautan dan perikanan (persen)

0,90

7. Kawasan konservasi yang dikelola sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
(kawasan)

1

8. Jenis ikan yang dilindungi dan dikelola sesuai 
ketentuan perundang-undangan (jenis ikan)

1

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

4. Tersedianya Aparatur Sipil 
Negara Pangkalan Pengawasan 
SDKP Lampulo yang kompeten, 
profesional dan berintegritas

9. Indeks kompetensi dan integritas Pangkalan 
Pengawasan SDKP Lampulo

79

5. Tersedianya manajemen 
pengetahuan yang handal dan 
mudah diakses

10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan yang terstandar

60%

6. Terwujudnya birokrasi Pangkalan 
Pengawasan SDKP Lampulo yang 
efektif, efisien dan berorientasi 
pada layanan prima

11. Nilai Kinerja RB lingkup Pangkalan PSDKP 
Lampulo

A [80]

12. Nilai Maturitas SPIP Pangkalan Pengawasan 
SDKP Lampulo

2
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

7. Terkelolanya anggaran Pangkalan 
Pengawasan SDKP Lampulo secara 
efisien

13. Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup 
Pangkalan PSDKP Lampulo

100%

14. Nilai kinerja anggaran Pangkalan PSDKP 
Lampulo

Baik 
[83]

Program : Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Anggaran : Rp. 5.228.071.000,-

No Kegiatan Anggaran [Rp.]

1. Pengoperasian Kapal Pengawas Rp. 1.036.100.000

2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Rp. 54.450.000

3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Rp. 26.600.000

4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Rp. 136.705.000

5. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan 
Infrastruktur Pengawasan 

Rp. 1.601.717.000

6. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya 
Direktorat Jenderal PSDKP

Rp. 2.372.499.000

Direktur Jenderal Pengawasan
 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

Eko Djalmo Asmadi

Lampulo,        Februari 2017

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

Basri


